BAB Il
KAJIAN TEORI

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Minimal Menikah
Berikut ini merupakan hukum islam terhadap batas usia mimal menikah
menurut beberpa pandangan;
1. Mazhab
Pada dasarnya, Al-Qur’an dan hadis tidak menectapkan batas usia
perkawinan dengan angka tertentu. Karena itu, ulama mazhab klasik lebih
banyak menggunakan ukuran baligh, kemampuan fisik, dan kecakapan
seseorang daripada angka usia (Musyarrafa, 2020).
a. Mazhab Hanfi

Mazhab Hanafi mengenal tanda baligh berupa haid bagi
perempuan dan keluarnya mani bagi laki-laki. Apabila tanda biologis
tersebut belum muncul, Abu Hanifah menetapkan perkiraan usia baligh
sekitar 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sebagian
murid Abu Hanifah, seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan,
menggunakan usia 15 tahun (Hanifah, 2025).

Dalam pandangan klasik Hanafi, wali dapat melakukan akad nikah
untuk anak yang belum baligh. Namun, dalam keadaan tertentu, anak
dapat memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan
perkawinan setelah dewasa, yang dikenal sebagai khiyar al-bulugh.

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga tidak menentukan usia minimal perkawinan
secara mutlak. Ukuran yang dipakai adalah baligh dan kesiapan seseorang.
Apabila tanda baligh belum muncul, sebagian pendapat Malikiyah
menggunakan usia sekitar 18 tahun sebagai batas perkiraan kedewasaan
(Fatmasari, 2018).

Ayah mempunyai kewenangan tertentu dalam menikahkan anak
yang belum dewasa. Namun, kehidupan rumah tangga dan hubungan

suami istri tidak boleh dipaksakan apabila dapat membahayakan anak.
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C. Mazhab Syafi’i
Mazhab Syafi’i menetapkan bahwa seseorang dianggap baligh
apabila telah mengalami haid, keluar mani, atau mencapai usia 15 tahun
gamariah jika tanda-tanda biologis belum muncul. Dalam fikih Syafi’i
klasik, ayah atau kakek dari garis ayah dapat melakukan akad terhadap
anak perempuan yang masih belum baligh dengan ketentuan yang ketat,
antara lain harus memperhatikan kemaslahatan anak dan tidak
menimbulkan kerugian. Namun, kebolehan akad tersebut tidak berarti
anak boleh langsung dipaksa menjalani hubungan perkawinan sebelum
siap secara fisik dan mental (Fatmasari, 2018).
d. Mazhab Hanbali
Mazhab Hanbali pada umumnya menetapkan usia 15 tahun sebagai
salah satu ukuran baligh apabila tanda biologis belum muncul. Seperti
mayoritas ulama klasik, Hanabilah mengakui kewenangan ayah dalam
kondisi tertentu untuk menikahkan anak yang belum baligh. Meskipun
demikian, penyerahan kepada suami dan hubungan perkawinan harus
mempertimbangkan kemampuan fisik serta tidak boleh menimbulkan
bahaya (Fatmasari, 2018).

Empat mazhab tidak menetapkan batas minimal menikah seperti
ketentuan hukum modern. Angka 15, 17, atau 18 tahun dalam pembahasan
mazhab pada dasarnya lebih berhubungan dengan batas perkiraan baligh, bukan
selalu batas usia perkawinan sebagaimana undang-undang saat ini.

2. Figih Sunnah

Figh as-Sunnah merupakan karya Sayyid Sabiq yang menyajikan hukum
Islam berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan pandangan para ulama. Sayyid Sabiq
tidak menetapkan satu angka sebagai batas usia minimal perkawinan.
Pembahasannya mengikuti pandangan mayoritas ulama klasik bahwa wali,
terutama ayah, dalam kondisi tertentu dapat mengakadkan anak perempuan yang
belum baligh. Akan tetapi, hal tersebut bukan anjuran untuk menikahkan anak
sedini mungkin (Munir, 2021).
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Apabila keseluruhan pembahasan perkawinan dalam Figh as-Sunnah
diperhatikan, perkawinan menuntut adanya beberapa bentuk kemampuan, antara
lain (Munir, 2021):

a. Kematangan biologis atau baligh.

b. Kemampuan memberikan persetujuan.

c. Kemampuan menjalankan hak dan kewajiban suami istri.

d. Kemampuan memberi nafkah bagi calon suami.

e. Tidak adanya bahaya bagi salah satu pasangan.

f.  Kemampuan membangun kehidupan keluarga secara bertanggung jawab.

Ukuran dalam Figh as-Sunnah bukan semata-mata angka usia, tetapi
juga kedewasaan dan kemampuan menjalankan tujuan perkawinan. Kebolehan
dalam hukum klasik tidak selalu berarti bahwa perkawinan tersebut dianjurkan
dalam semua keadaan.

3. Figih Kontemporer

Fikih kontemporer cenderung tidak hanya menggunakan baligh biologis
sebagai ukuran kesiapan menikah. Para ulama kontemporer membedakan antara
(Musdhalifah, 2022):

a. Baligh, yaitu kematangan biologis.

b. Rusyd, yaitu kematangan akal, mental, dan kemampuan mengambil
keputusan.

c. Istitha ‘ah, yaitu kemampuan fisik, ekonomi, dan sosial.

d. Persetujuan bebas, yaitu tidak adanya paksaan.

e. Kemaslahatan, yaitu perkawinan harus menghasilkan kebaikan dan
mencegah kerugian.

Seorang anak yang sudah mengalami haid atau mimpi basah belum tentu
mempunyai kematangan mental, pendidikan, ekonomi, dan sosial untuk
berumah tangga. Karena itu, usia baligh tidak otomatis dianggap sebagai usia
ideal untuk menikah. MUI juga menekankan bahwa seseorang yang sudah
mengalami tanda baligh belum tentu dewasa dan mampu memikul tanggung

jawab keluarga.
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B. Faktor-Faktor Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur
Pernikaha anak di bawah umur mengandug resiko besar karena secara
mental mereka belum siap untuk memiliki tanggung jawab yang besar sebagai
sebuah keluarga. Pernikahan anak di bawah umur biasanya disebabkan oleh hal-
hal (Surbakti, 2018):
1. Pendidikan yang rendah
Pendidikan yang rendah adalah salah satu penyebab banyaknya terjadi
pernikahan anak di bawah umur. Umumnya mereka kurang menyadari
bahaya yang timbul akibat pernikahan dini, banyak remaja putus sekolah
atau hanya tamat sekolah dasar, kemudian menikah karena tidak punya
kegiatan.
2. Peraturan budaya
Peraturan budaya bisa jadi merupakan salah satu faktor pemicu
terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Usia layak menikah menurut
aturan budaya seringkali dikaitkan dengan datangnya haid pertama bagi
wanita. Dengan demikian, banyak remaja yang sebenarnya belum layak
menikah, terpaksa menikah karena desakan budaya.
3. Kecelakaan
Tidak sedikit pernikahan dini desebabkan "kecelakaan" yang tidak
disengaja akibat pergaulan yang tidak terkontrol. Dampaknya mereka harus
mempertanggung jawabkan perbuatan dengan menikah secara anak-anak.
Untuk menutupi aib keluarga, tidak ada jalan lain kecuali menikahkan
mereka secara anak-anak. Pernikahan model ini biasanya tidak akan
bertahan lama karena landasannya tidak kuat.
4. Keluarga cerai (broken home)
Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini
karena berbagai alasan, misalnya, tekanan ekonomi, untuk meringankan
beban orang tua tunggal, membantu keuarga, mendapatkan pekerjaan,

meningkatkan taraf hidup, dan sebagainya



BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini
adalah metode normatif empiris. Pendekatan normatif empiris mengarah pada Al-
Qur’an dan Hadist ataupun pendapat para ulama. Dan pendekatan sosiologis lebih
mengarah dengan teori-teori sosial (NandaDwi Rizkia, dkk, 2023).

Kemudian jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus.
Pedekatan sosologis dipilih peneliti karena peneliti akan langsung melihat kondisi
lapangan dan mendatangi beberapa anak yang menjalani pernikahan dini atau

pernikahan anak di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan
untuk menggambarkan suatu objek, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian
diskriptif adalah penggambaran yang dibuat untuk memperoleh informasi tentang
status gejala mengenai daerah tertentu, atau memetakan fakta berdasarkan cara
pandang (Iman Jalaluddin, dkk, 2023).

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif (Ani Purwati, 2020). Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk
mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait
dengan masalah sosial yang dapat digunakan untuk menginterpensi,
mengeksplorasi atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang
aspek tertentu dari keyakinan, sikap atau perilaku manusia.

D. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian pengambilan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini
adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Panyabungan. Penulis memilh tempat

ini karena untuk dapat memahami dan menganalisis fenomena-fenomena ataupun
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melihat peranan Kantor Ursan Agama (KUA) Panyabungan dalam pencegahan

pernikahan anak di bawah umur .

E. Sumber Data
Sumber data adalah asal darimana data tersebut diperoleh. Sumber data
yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (Rizkia, dkk, 2023)
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau
objek yang diteliti. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari
lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti
secara langsung.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, jurnal dan penelitian

yang relepan dengan penelitian yang dilakukan.

F. Teknik Pengumpulan Data
Peneliti harus dapat memilih dan menentukan metode yang tepat dan
mungkin dilaksanakan guna mencapai tujuan penelitiannya. Oleh karena itu,
seorang peneliti harus mengenal berbagai metode ilmiah dan karakteristiknya.
Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk
keperluan penelitian. Untuk mengumpulkan data, maka digunakan teknik
pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi

Observasi merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan cara
mengadakan pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun
tidak langsung. Observasi digunakan untuk menemukan data dan informasi
dari gejala atau fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan
didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan(Rizkia, dkk,
2023). Observasi yang peneliti lakukan adalah untuk mengamati berbagai
peristiwa peranan KUA, pernikahan anak di bawah umur dan penerapan UU

Nomor 16 Tahun 2019 di KUA Panyabungan.
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2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan terencana antara pewawancara
(interviewer) dan narasumber (interviewee) yang bertujuan untuk
mengumpulkan informasi secara langsung dan mendalam mengenai suatu
topik atau fenomena tertentu sesuai dengan tujuan penelitian atau
penyelidikan. Dalam konteks penelitian, wawancara bukan sekadar
percakapan biasa, tetapi dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data
yang relevan, valid, dan dapat dianalisis (Sugiono, 2023).

Dalam penelitian peranan Kantor Urusan Agama (KUA)
Panyabungan dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca UU
nomor 16 tahun 2019, wawancara dilakukan kepada petugas Kantor Urusan
Agama (KUA) dan anak yang melakukan pernikahan dini sebagai sumber
data primer. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan.

Adapun penulis yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut
a. Kepala KUA Panyabungan : H. Sogopan Siregar, S.Ag. MH
b. Penyuluh Agama Islam : Hj. Isnaini Burhanuddin, Lc., M.Pd.

c. Pelaku Pernikahan Anak : 1. Ainun
2. Gina
3. Rizka Azizah
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian yang
dilakukan dengan cara mencari, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen
tertulis maupun rekaman yang berkaitan dengan objek atau masalah yang
diteliti. Data dalam bentuk dokumentasi bisa berupa buku, peraturan
perundang-undangan (misalnya UU pernikahan dini), foto kegiatan Kantor
Urusan Agama (KUA), dan dokumen pendukung lainnya. Pendekatan ini
penting untuk mendapatkan data sekunder yang valid, melengkapi hasil

wawancara dan observasi Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan.
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G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data yang
telah didapatkan dengan sistematis, dimulai dari data hasil wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga nanti akan dihasilkan
kesimpulanyang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Saebani,
2008). Analisis data kualitatif dalam penelitian ini bersifat induktif dengan
kata lain, data dianalisis dan pola hubungan dikembangkan sehingga
menghasilkan teori.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga jalur kegiatan
yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan
kesimpulan/verifikasi, (Huberman, 1998).

1. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan pengabstrakan dan tranformasi data “kasar” yang muncul
dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Data hasil dari wawancara dan
observasi dipilih yang sesuai dengan fokus penelitian yaitutentangperan
Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan dalam pencegahan pernikahan
Anak Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian Hasil penelitian
ditunjukkan dengan membandingkan data observasi dan wawancara; temuan
wawancara didukung oleh temuan observasi pada setiap subjek (Saebani,
2008).
2. Penyajian data
Penyajian data, yaitu peneliti menyajikan sekumpulan data atau
informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan-
kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap data yang telah diperoleh.
Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam
suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Dengan demikian seorang
penganalisis dapat melihat apa saja yang sedang terjadi, dan menentukan

apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan
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analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu
yang mungkin berguna.
3. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis
data kualitatif yang dilakukan melalui penafsiran secara sistematis terhadap
data yang telah direduksi, disajikan, dan diverifikasi. Kesimpulan dalam
penelitian bersifat sementara pada tahap awal, kemudian berkembang
menjadi lebih mendalam, terstruktur, dan valid seiring dengan
bertambahnya data, proses pengkodean, serta ketajaman analisis peneliti.
Kesimpulan akhir diperoleh setelah seluruh rangkaian pengumpulan dan
analisis data selesai dilakukan, serta didasarkan pada konsistensi temuan

empiris yang diperoleh di lapangan(Huberman, 1998)



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Panyabungan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan merupakan
salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dari Dua Puluh Tiga
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang berada di Wilayah Kabupaten
Mandailing Natal. Menurut PMA 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah
disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) yang selanjutnya di sebut
Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan adalah Instansi Kementerian
Agama yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam
wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan sekaligus
sebagai unit teknis di Bidang Fungsi Kantor Urusan Agama(KUA) yaitu
sebagai unit pelayanan publik Urusan Agama Islam di tingkat kecamatan dan
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat
Islam (KUA Panyabungan, 2026).

Dengan kata Lain, Kantor Urusan Agama(KUA) secara struktural
adalah unit kerja Kementerian Agama namun keberadaannya adalah milik
masyarakat, sehingga Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan garda
terdepan Kementerian Agama dalam pelayanan kepada masyarakat.Dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan ujung tombak dalam
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah.

Nama : Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan

Nama Kepala : H. SOGOPAN SIREGAR, S,Ag., MH

Alamat Kantor :Jl.Merdeka No 8A Kelurahan Kayujati Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal

Alamat Website : panyabungankua@gmail.com

No Telepon : (0636) 20563

Kode Pos 122912
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Luas Tanah :10x11m
Luas Bangunan :8x9m
Status Tanah : Hibah

22

Status Bagunan : Milik Kementerian Agama Kabupaten Mandailing Natal

Dibangun : Tahun 1982
Direhap terakhir : Tahun 2011

1. Letak Geografis Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan

Panyabungan

Secara geografis Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan

Panyabungan terletak di ibukota Kabupaten Mandailing Natal dengan luas

wilayah kurang lebih: 259,77 KM? dengan ketinggian di atas permukaan laut

antara 400 s/d 750 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kantor
Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan Timur

b. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kantor
Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan Barat

c. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kantor
Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan Utara

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kantor

Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan Selatan

Gambar 1. Peta Kecamatan Panyabungan

Urusan

Urusan

Urusan

Urusan
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2. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama(KUA)
Kecamatan Panyabungan
a. Tugas Pokok
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Mandailing Natal di Bidang Bimbingan Masyarakat Islam
di wilayah Kecamatan Panyabungan.
b. Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016,
Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan menyelenggarakan
Fungsi sebagai berikut :
1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2) Menyelenggarakan surat menyurat, dokumentasi, kearsipan dan
rumah tangga.
3) Melaksanakan tata usaha rumah tangga Kantor Urusan
Agama(KUA)
4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah serta,
7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama islam yang ditugaskan
oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
c. Visi
Terwujudnya Masyarakat Islam Kecamatan Panyabungan Yang Taat
Beragama, Berakhlak Mulia, Maju, Sejahtera, Cerdas, Berwawasan, Dan
Toleran Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dalam Wadah NKRI.
d. Misi
1) Meningkatkan Pelayanan Pernikahan, Ketahanan Keluarga Sakinah,
Produk Halal, Pemberdayaan Masjid Dan Pembinaan Syariah dan
Ibadah Sosial, dll.
2) Meningkatkan Penyuluhan Dan Pendidikan Agama Pada
Masyarakat, Kemitraan Umat, Pemberdayaan Lembaga Keagamaan

Dan Dakwah Islamiyah.
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5)
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Mengefektifkan ~ Penyuluhan ~ Kesadaran  Berzakat  Dan
Pemberdayaan Lembaga Zakat Dan Ibadah Sosial.

Meningkatkan  Pengamalan, Penyuluhan, Pengelolaan Dan
Pemberdayaan Wakaf

Mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Dan Manajemen.

3. Pegawai KUA Kecamatan Panayabungan

Berikut ini merupakan daftar pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Panyabungan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2

Daftar Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan
No Nama Jabatan
1 | H. Sogopan Siregar, S.Ag. MH Ka. KUA Kec. Panyabungan
2 | Hj. Isnaini Burhanuddin, Lc Penyuluh Agama Ahli Madya
3 | H. Sukhri, S.Pd.I Penghulu Ahli Madya
4 | Irwansah, S.Sos.l Penata Layanan Operasional
5 | Hj. Fatimah Yusra Lubis, S.Ag Penata Layanan Operasional
6 | Dian Pardamean Batubara, S.H.| Penghulu Ahli Pertama
7 | Hapsoh, S.Pd Penata Layanan Operasional
8 | Joharuddin, Lc Penata Layanan Operasional
9 | Yahdina Yahya, S.Pd Penata Layanan Operasional
10 | Siti Fatimah Dalimunthe, S.H.I Penyuluh Agama Ahli Pertama
11 | Zulfikar NST, S.H.I Penyuluh Agama Ahli Pertama
12 | Sulpahri Pengadministrasi Perkantoran
13 | ABD Rahman Pengadministrasi Perkantoran

4. Pembagian Kerja (Job Description)

a. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

1) Melaksanakan sebagian tugas Kementrian Agama kabupaten di
bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
2) Membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan

dalam bidang keagamaan.
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3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan.
4) Melaksanakan tugas koordinasi pemilik agama Islam atau
kerjasama dengan instansi lain di kecamatan.
b. Sekretaris
1) Menerima surat-surat masuk dan mengirimkan surat-surat
keluar serta menggandakan dan mengarsip surat-surat penting.
2) Bertanggungjawab dalam pengetikan, penggandaan dan
penyampaian surat-surat.
3) Mengatur dan menyimpan daftar hadir (absensi) pegawai.
4) Mengatur, menertibkan arsip-arsip dokumen dan statistik serta
menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
c. Bendahara
1) Mengelola keuangan dan laporannya dan menyetorkan biaya
nikah ke kas negara melalui bank yang ditunjuk oleh
pemerintah
2) Mengerjakan buku kas umum
d. Penyuluh Agama
1) Menyelenggarakan panitia pos bintik di tingkat kecamatan.
2) Mendata calon jemaah haji wilayah kecamatan Panyabungan
setiap tahun berjalan
3) Mengadakan bimbingan manasik haji
e. Konsultasi Haji
1) Menyelenggarakan panitia pos bintik di tingkat kecamatan.
2) Mendata calon jemaah haji wilayah kecamatan Panyabungan
setiap tahun berjalan
3) Mengadakan bimbingan manasik haji
f.  Penghulu
1) Menerima pendaftaran nikah
2) Memeriksa, mengawasi dan menghadiri dan mencatat peristiwa

nikah dan rujuk.
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3) Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai

perkawinan dan rujuk.

4) Membuat bener tentang tentang persyaratan dan proses

pencatatan.
5. Pernikahan Anak di Bawah Umur Tahun Tahun 2021-2025 di
Kecamatan Panyabungan Kota

Pernikahan merupakan suatu kebutuhan fitrah bagi setiap manusia
yang ada di dunia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga
yang harmonis dan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Sedangkan
pernikahan anak di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan
oleh seseorang yang belum mencapai batas usia yang telah ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki
dan perempuan adalah 19 tahun.

Pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan
masih menjadi salah satu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian,
meskipun  telah terjadi berbagai upaya pencegahan setelah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam hal ini,
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan memiliki peran
penting dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur
melalui pelayanan dan pemeriksaan administrasi perkawinan, pemberian
bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, serta memberikan
pemahaman mengenai ketentuan usia perkawinan dan dampak yang
ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan data yang
diperoleh dari KUA Kecamatan Panyabungan, angka pernikahan anak
pada tahun-tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 menunjukkan adanya peningkatan pernikahan anak di bawah umur,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini (KUA Panyabungan, 2026).
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Tabel 3

Data Pernikahan Anak di Bawah Umur di Panyabungan Kota

Tahun Jumlah Pernikahan Anak
2021 32
2022 35
2023 39
2024 35
2025 40

Sumber : Kantor Urusan Agama Panyabungan Kota

Maraknya pernikahan anak di bawah umur masih menjadi salah
satu permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pernikahan anak di bawah
umur dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya pergaulan
bebas, kurangnya pengawasan dan perhatian orang tua, rendahnya tingkat
pendidikan, serta pola pikir remaja yang belum memiliki pemahaman yang
cukup mengenai dampak pernikahan pada usia anak. Kondisi tersebut
menjadi perhatian bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Panyabungan dalam melakukan upaya pencegahan pernikahan anak di
bawah umur (Sagopan Siregar, 2026).

Setelah memperoleh data dari Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Panyabungan, peneliti kemudian melakukan analisis lebih
lanjut dengan menelusuri data pasangan yang melakukan pernikahan pada
usia anak. Alasan mutlak mengapa pasangan tersebut menikah yaitu
disebabkan faktor ekonomi, pendidikan dan budaya.

Wawancara dengan Humariah

“Saya menikah pada usia muda karena kondisi ekonomi
keluarga kami kurang mampu, kak. Selain itu, jumlah anak dalam
keluarga kami cukup banyak, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak
semuanya dapat terpenuhi. Orang tua juga mengalami kesulitan
untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan lainnya.

Karena keadaan ekonomi tersebut, saya akhirnya memilih untuk
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menikah agar dapat membantu mengurangi beban orang tua dan

memenuhi kebutuhan hidup saya sendiri”’(Humariah, 2026).

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Muhammad Fadhlan Is
mengenai dispensasi usia nikah di Pengadilan Agama Panyabungan.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan usia anak di
Panyabungan tidak dapat dilepaskan dari berbagai kondisi sosial yang
berkembang di masyarakat. Dalam praktik dispensasi nikah, pengadilan
mempertimbangkan keadaan konkret calon mempelai, termasuk kesiapan
ekonomi dan kemampuan calon suami dalam menjalankan tanggung jawab
rumah tangga (Fadhlan, 2026).

Dengan demikian, hasil wawancara dengan Humariah
memperlihatkan bahwa faktor ekonomi tidak hanya berhubungan dengan
kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak, tetapi juga dapat
memengaruhi cara keluarga dan anak memandang pernikahan sebagai
jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Temuan ini memperkuat bahwa
pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan
Kota perlu dilakukan tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga
melalui penguatan pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.

Faktor budaya merupakan salah satu faktor yang dapat
melatarbelakangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur  di
Kecamatan Panyabungan. Dalam kehidupan masyarakat setempat, praktik
marlojong atau yang dikenal sebagai nikah lari merupakan salah satu
bentuk praktik sosial yang telah dikenal secara turun-temurun. Dalam
kondisi tertentu, marlojong dapat terjadi ketika seorang laki-laki dan
perempuan memilih untuk menikah karena adanya hubungan yang tidak
memperoleh persetujuan atau tidak segera mendapatkan restu dari
keluarga. Praktik tersebut kemudian dapat berlanjut pada perkawinan
dalam usia yang masih relatif muda. Berdasarkan data penelitian terhadap
40 kasus pernikahan anak di Kecamatan Panyabungan tahun 2025,
terdapat 13 kasus atau sebesar 33% yang dikategorikan memiliki

keterkaitan dengan faktor budaya.
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“Faktor penyebab saya menikah waktu itu karena faktor
budaya kak. Di lingkungan saya, marlojong atau nikah lari sudah
dikenal dari dulu dan dianggap sebagai hal yang biasa. Karena
hubungan saya dengan pasangan sudah diketahui dan kami
memilih untuk marlojong, akhirnya keluarga menganggap bahwa
jalan keluarnya adalah menikah. Jadi, pernikahan itu dilakukan
meskipun usia saya masih tergolong muda ”’(Nabila, 2026).

Pada sisi lain, faktor pendidikan juga menjadi salah satu faktor
yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan anak di bawah umur di
Kecamatan Panyabungan. Berdasarkan data penelitian terhadap 40 kasus
pernikahan anak di bawah umur, terdapat 8 kasus (20%) yang faktor
utamanya adalah pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian
besar anak di bawah umur yang melakukan pernikahan masih berada pada
jenjang pendidikan SMP. Rendahnya tingkat pendidikan dapat
memengaruhi pemahaman anak di bawah umur dan keluarga mengenai
dampak serta risiko pernikahan pada usia anak. Selain itu, pernikahan pada
usia tersebut berpotensi menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan
ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian, faktor pendidikan tetap
menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan

pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Panyabungan.

B. Faktor-Faktor Menyebabkan Tingginya Pernikahan Anak Di
Panyabungan Setelah Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019
Meskipun telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan
perempuan adalah 19 tahun, praktik pernikahan anak di bawah umur masih
dapat ditemukan di masyarakat. Ketentuan tersebut pada dasarnya bertujuan
untuk meningkatkan kesiapan calon pengantin secara fisik dan mental,
melindungi hak anak, serta memberikan kesempatan kepada anak di bawah

umur untuk memperoleh pendidikan dan tumbuh kembang secara optimal.
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Untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pernikahan anak di
bawah umur serta upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah
terjadinya pernikahan anak di bawah umur setelah berlakunya Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019, peneliti melakukan wawancara dengan
Kepala KUA Panyabungan, Bapak Sogopan Siregar. Wawancara tersebut
dilakukan untuk mengetahui secara langsung pandangan dan pengalaman
pihak KUA dalam menghadapi fenomena pernikahan anak di bawah umur di
Kecamatan Panyabungan.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Sogopan Siregar menjelaskan
bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas
minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan menjadi 19
tahun. Meskipun ketentuan tersebut telah berlaku, dalam praktiknya masih
terdapat masyarakat yang mengajukan perkawinan bagi anak yang belum
mencapai usia tersebut. Dalam keadaan demikian, KUA tidak dapat secara
langsung mencatatkan perkawinan karena calon pengantin belum memenuhi
ketentuan usia perkawinan. Orang tua atau pihak yang berkepentingan harus
terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada
Pengadilan Agama (Sogopan Siregar, 2026).

Menurut Bapak Sogopan Siregar, kondisi tersebut menunjukkan
bahwa perubahan ketentuan mengenai batas usia perkawinan belum
sepenuhnya menghentikan praktik pernikahan anak di bawah umur di tengah
masyarakat. Dengan demikian, keberadaan aturan hukum mengenai batas
minimal usia perkawinan perlu diikuti dengan upaya pencegahan dan
pemahaman masyarakat yang lebih baik mengenai tujuan serta konsekuensi
dari ketentuan tersebut (Sogopan Siregar, 2026).

Mengenai faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur, Bapak
Sogopan Siregar menjelaskan bahwa fenomena tersebut tidak disebabkan
oleh satu faktor saja, melainkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.
Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya
tingkat pendidikan, budaya menikah muda, pergaulan remaja, kehamilan

sebelum menikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, tekanan
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lingkungan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak
pernikahan anak di bawah umur. Selain itu, masih terdapat sebagian
masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan merupakan salah satu solusi
untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi oleh anak maupun
keluarga (Sogopan Siregar, 2026).

Lebih lanjut, Bapak Sogopan Siregar menerangkan bahwa faktor
ekonomi dan pendidikan memiliki pengaruh dalam terjadinya pernikahan
anak di bawah umur. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik dapat
mendorong orang tua untuk menikahkan anak di bawah umur karena
pernikahan dianggap sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban
keluarga. Namun, pada kenyataannya, anak yang menikah pada usia muda
umumnya belum memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap sehingga
kondisi tersebut justru dapat menimbulkan persoalan ekonomi dalam
kehidupan rumah tangga (Sogopan Siregar, 2026).

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga dapat
memengaruhi keputusan untuk menikah pada usia muda. Anak yang telah
putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan terkadang dianggap tidak
lagi memiliki kegiatan yang dapat mendukung masa depannya, sehingga
pernikahan dipandang sebagai salah satu pilihan. Bapak Sogopan Siregar juga
menjelaskan bahwa rendahnya pendidikan, baik pada anak maupun orang tua,
dapat berpengaruh terhadap pemahaman mengenai kesiapan mental,
kesehatan, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab yang harus dimiliki dalam
membangun kehidupan rumah tangga (Sogopan Siregar, 2026).

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa faktor ekonomi dan
pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya pernikahan anak
di bawah umur. Ketika seorang anak tidak lagi melanjutkan pendidikan dan
berada dalam kondisi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, pernikahan
dapat dipandang sebagai jalan keluar. Padahal, pernikahan pada usia muda
belum tentu menyelesaikan persoalan tersebut karena pasangan yang menikah

juga belum tentu memiliki kesiapan ekonomi untuk membangun keluarga.



32

Selanjutnya, mengenai faktor budaya dan pandangan masyarakat,
Bapak Sogopan Siregar menjelaskan bahwa budaya dan pandangan
masyarakat turut memberikan pengaruh terhadap terjadinya pernikahan anak
di bawah umur di Kecamatan Panyabungan. Pada sebagian masyarakat masih
terdapat anggapan bahwa apabila seorang anak telah memiliki pasangan,
maka anak tersebut sebaiknya segera dinikahkan. Hal tersebut dilakukan
dengan alasan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama serta
menjaga nama baik keluarga (Sogopan Siregar, 2026).

Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa menikah pada usia muda
merupakan sesuatu yang biasa karena telah dilakukan oleh generasi-generasi
sebelumnya. Pandangan semacam ini dapat menyebabkan masyarakat lebih
mudah menerima pernikahan anak di bawah umur tanpa mempertimbangkan
secara mendalam kesiapan anak dari aspek pendidikan, psikologis, kesehatan,
maupun ekonomi.

Menurut Bapak Sogopan Siregar, kondisi tersebut menunjukkan
bahwa faktor budaya dapat menjadi salah satu hambatan dalam upaya
pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Ketika pernikahan usia muda
telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa dalam lingkungan masyarakat,
ketentuan mengenai batas usia perkawinan belum tentu menjadi
pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu hal penting dalam upaya
mencegah pernikahan anak di bawah umur(Sogopan Siregar, 2026).

Selain faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya, pergaulan remaja
serta kehamilan sebelum menikah juga menjadi faktor yang berkaitan dengan
terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Bapak Sogopan Siregar
menjelaskan bahwa pergaulan remaja yang kurang mendapatkan pengawasan
dari keluarga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku yang
berisiko. Salah satu kondisi yang kemudian dapat muncul adalah kehamilan
sebelum menikah (Sogopan Siregar, 2026).

Kehamilan sebelum menikah dapat mendorong keluarga untuk segera

menikahkan anak meskipun usianya belum mencapai 19 tahun. Dalam
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keadaan demikian, keluarga biasanya memandang pernikahan sebagai jalan
untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari tekanan dari lingkungan
masyarakat. Dengan demikian, keputusan untuk menikahkan anak dalam
kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan yang telah terjadi dan
tekanan sosial yang dihadapi keluarga.

Bapak Sogopan Siregar juga menekankan pentingnya pembinaan
terhadap remaja dan pengawasan orang tua sebagai bagian dari langkah
pencegahan. Pengawasan keluarga terhadap pergaulan anak dipandang penting
untuk mencegah munculnya perilaku berisiko yang dapat berujung pada
pernikahan anak di bawah umur. Upaya pencegahan dengan demikian tidak
hanya dilakukan ketika anak telah mengajukan perkawinan ke KUA, tetapi perlu
dilakukan sejak sebelum munculnya persoalan yang mendorong terjadinya
pernikahan anak di bawah umur(Sogopan Siregar, 2026).

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan Kepala KUA
Panyabungan tersebut, dapat diketahui bahwa pernikahan anak di bawah umur
di Kecamatan Panyabungan masih terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi
laki-laki dan perempuan. KUA memiliki posisi penting dalam memastikan
ketentuan usia perkawinan dipenuhi dan tidak dapat langsung mencatatkan
perkawinan bagi calon pengantin yang belum memenuhi batas usia tersebut.
Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan perkawinan tetap diajukan, maka
ditempuh mekanisme dispensasi melalui Pengadilan Agama.

Dari perspektif Kepala KUA, penyebab pernikahan anak di bawah umur
bersifat kompleks dan saling berkaitan, meliputi faktor ekonomi, pendidikan,
budaya, pergaulan remaja, kehamilan sebelum menikah, kekhawatiran orang
tua, tekanan lingkungan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
dampak pernikahan anak di bawah umur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
pencegahan pernikahan anak di bawah umur tidak cukup hanya dilakukan
melalui penerapan ketentuan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial
melalui peningkatan pendidikan, pembinaan remaja, pengawasan orang tua,

serta perubahan pandangan masyarakat mengenai pernikahan pada usia anak.



34

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Kepala Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, masih terdapat beberapa
faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur.
Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari keinginan anak, tetapi juga
dipengaruhi oleh kondisi keluarga, lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan,
serta budaya masyarakat.

Untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Panyabungan Kota,
peneliti melakukan wawancara terhadap tiga orang informan yang merupakan
pelaku pernikahan dini. Ketiga informan tersebut diberi kode P1, P2, dan P3
untuk menjaga kerahasiaan identitas informan. Wawancara dilaksanakan pada
tanggal 12 Juli 2026. Informan P1 melangsungkan pernikahan pada usia 17
tahun pada tahun 2025 dengan pendidikan terakhir SMA. Informan P2
melangsungkan pernikahan pada usia 17 tahun pada tahun 2024 dengan
pendidikan terakhir SMP. Sementara itu, informan P3 melangsungkan
pernikahan pada usia 16 tahun pada tahun 2025 dengan pendidikan terakhir
SMP (Ainun, Gina & Azizh, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap ketiga informan, diketahui
bahwa salah satu keadaan yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah
adanya peristiwa kawin lari. Informan P1, P2, dan P3 sama-sama memberikan
keterangan bahwa terdapat keadaan yang menyebabkan pernikahan harus segera
dilaksanakan, yaitu pelaku telah melakukan kawin lari. Kondisi tersebut menjadi
salah satu faktor yang mempercepat terjadinya pernikahan pada usia yang belum
mencapai batas minimal sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan (Ainun, Gina & Azizh, 2026).

Selain keadaan tersebut, hasil wawancara menunjukkan adanya
pengaruh faktor budaya dan ekonomi. Ketiga informan menyatakan bahwa
dalam lingkungan masyarakat terdapat kebiasaan atau pandangan Yyang
menganggap pernikahan pada usia muda sebagai sesuatu yang wajar. Ketika
ditanyakan mengenai faktor yang paling kuat mendorong terjadinya pernikahan

tersebut, faktor budaya dan faktor ekonomi disebut sebagai faktor yang
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berpengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk melangsungkan
pernikahan pada usia muda tidak hanya berkaitan dengan keputusan pribadi,
tetapi  juga  dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial dan  ekonomi
yangadadilingkunganinforman.

Faktor budaya terlihat dari adanya pandangan masyarakat yang masih
menganggap pernikahan pada usia muda sebagai sesuatu yang dapat diterima
atau dianggap wajar. Kondisi tersebut dapat memengaruhi cara pandang remaja
maupun keluarga dalam menentukan pilihan terkait perkawinan. Ketika
pernikahan pada usia muda telah menjadi sesuatu yang dianggap biasa di
lingkungan masyarakat, batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara
dapat kurang dipahami sebagai sesuatu yang harus menjadi pertimbangan utama
dalam mengambil keputusan.

Di samping faktor budaya, faktor ekonomi juga menjadi salah satu
faktor yang disebutkan oleh ketiga informan. Kondisi ekonomi menjadi bagian
dari latar belakang yang perlu diperhatikan dalam melihat terjadinya pernikahan
dini. Bahkan setelah pernikahan berlangsung, informan P1, P2, dan P3
menyatakan adanya kesulitan ekonomi. Dengan demikian, persoalan ekonomi
tidak hanya dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan keputusan
perkawinan, tetapi juga dapat menjadi persoalan yang dihadapi setelah
pernikahan dilakukan pada usia muda.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pernikahan dini
memberikan pengaruh terhadap pendidikan dan kondisi ekonomi. Informan P1
menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan pada usia muda berpengaruh
terhadap pendidikan dan kondisi ekonomi. Informan P2 juga menyatakan
adanya pengaruh terhadap kondisi ekonomi, sedangkan informan P3 secara
tegas menyatakan bahwa pernikahan tersebut memengaruhi pendidikan dan
kondisi ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pernikahan pada usia
anak dapat menimbulkan konsekuensi terhadap keberlanjutan pendidikan dan

kemampuan ekonomi pasangan setelah menikah (Ainun, Gina & Azizh, 2026).
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1. Pengetahuan Informan terhadap Batas Usia Perkawinan

Berdasarkan hasil wawancara, ketiga informan memperoleh
informasi mengenai batas usia perkawinan dari pihak KUA. Informan juga
mengetahui adanya mekanisme dispensasi kawin bagi calon pasangan
yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam proses perkawinan, keberadaan KUA memiliki
posisi penting dalam memberikan informasi mengenai ketentuan
perkawinan ke pada masyarakat.

Pengetahuan mengenai  aturan tersebut tidak serta-merta
menyebabkan pernikahan dini tidak terjadi. Meskipun informan
mengetahui adanya ketentuan batas usia dan mekanisme dispensasi kawin,
pernikahan tetap dilaksanakan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan mengenai batas usia
perkawinan perlu didukung dengan upaya pencegahan yang lebih luas,
khususnya melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai
konsekuensi pernikahan pada usia anak.

2. Keterlibatan KUA dalam Proses Pernikahan
Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketiga informan pernah

berkonsultasi dengan pihak KUA sebelum pernikahan dilaksanakan. Pihak
KUA juga melakukan pemeriksaan terhadap usia dan persyaratan
perkawinan serta memberikan nasihat, bimbingan, dan penjelasan
mengenai batas usia perkawinan. Dengan demikian, KUA telah
menjalankan fungsi administratif sekaligus memberikan pembinaan
kepada calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Dalam
kasus ketika usia calon pengantin belum memenuhi batas minimal, salah
satu informan menjelaskan bahwa keluarga menempuh mekanisme
dispensasi nikah melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut memperlihatkan
bahwa KUA tidak mempunyai kewenangan untuk secara langsung
mengabulkan perkawinan yang belum memenuhi batas usia, sehingga
terdapat mekanisme hukum lain yang harus ditempuh ketika syarat usia

belum terpenuhi.
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Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa peran KUA dalam
pencegahan pernikahan dini lebih banyak dilakukan melalui pemeriksaan
administratif, pemberian informasi, nasihat, dan bimbingan. Sementara itu,
apabila terdapat calon pengantin yang belum memenuhi batas usia
perkawinan, penyelesaian melalui dispensasi menjadi kewenangan
Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini tidak
dapat hanya dibebankan kepada KUA, tetapi membutuhkan keterlibatan
keluarga, masyarakat, sekolah, pemerintah, dan lembaga terkait lainnya.

3. Pandangan Informan terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur

Menariknya, pengalaman yang telah dialami oleh para informan
menunjukkan adanya kesadaran mengenai dampak pernikahan pada usia
muda. Informan P3 secara tegas menyatakan bahwa pernikahan pada usia
muda sebaiknya dicegah karena dapat berdampak terhadap kesehatan,
menyebabkan putus sekolah, serta menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman setelah
pernikahan dapat membentuk pemahaman informan mengenai berbagai
konsekuensi yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia anak.

Temuan dari ketiga informan memperlihatkan bahwa pernikahan
anak di bawah umur merupakan persoalan yang memiliki banyak faktor.
Faktor budaya dan ekonomi menjadi faktor yang disebutkan secara
langsung oleh informan, sedangkan keadaan kawin lari menjadi kondisi
yang mendorong agar pernikahan segera dilaksanakan. Pada saat yang
sama, setelah pernikahan berlangsung muncul persoalan ekonomi dan
pengaruh terhadap pendidikan. Dengan demikian, pernikahan dini tidak
dapat dipahami hanya sebagai persoalan pemenuhan syarat perkawinan,
tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan
pendidikan masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan
bahwa masih terdapat faktor-faktor sosial dan ekonomi yang membuat
pernikahan dini tetap terjadi di Kecamatan Panyabungan Kota meskipun

ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan telah diberlakukan. KUA
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telah menjalankan peran melalui pemeriksaan usia dan persyaratan perkawinan,
konsultasi, serta pemberian nasihat dan bimbingan. Namun, upaya pencegahan
membutuhkan penguatan secara berkelanjutan karena perubahan perilaku
masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga
oleh kondisi budaya, ekonomi, lingkungan sosial, dan keputusan individu.

Faktor lainnya adalah masih adanya masyarakat yang belum memahami
secara menyeluruh perubahan ketentuan usia perkawinan. UU Nomor 16 Tahun
2019 menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan dari ketentuan
sebelumnya menjadi 19 tahun dan menyamakannya dengan laki-laki.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa tingginya
pernikahan anak di bawah umur di Panyabungan setelah berlakunya UU
Nomor 16 Tahun 2019 tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya aturan
hukum, tetapi lebih berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi, pendidikan,
budaya, kondisi keluarga, pergaulan, serta kehamilan di luar perkawinan.UU
Nomor 16 Tahun 2019 telah memberikan batas yang jelas bahwa perkawinan
hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19
tahun. Namun, keberadaan aturan tersebut tetap menghadapi tantangan ketika
terdapat kondisi tertentu yang mendorong keluarga mengajukan dispensasi
kawin.

Dengan demikian, upaya mengurangi pernikahan anak di bawah umur
di Kecamatan Panyabungan memerlukan kerja sama antara Kantor Urusan
Agama (KUA), orang tua, sekolah, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan lembaga terkait. Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya
berperan dalam aspek administrasi perkawinan, tetapi juga perlu memperkuat
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan anak
di bawah umur serta pentingnya mempersiapkan anak untuk menyelesaikan
pendidikan dan mencapai kematangan sebelum memasuki kehidupan rumah
tangga.

Kesimpulannya, faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur di
Panyabungan dapat dikelompokkan menjadi faktor ekonomi, pendidikan,

kehamilan di luar perkawinan, pergaulan dan kekhawatiran orang tua, budaya
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masyarakat, serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan UU Nomor 16
Tahun 2019. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tantangan
dalam pelaksanaan upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur di
tingkat masyarakat.

C. Peran Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Panyabungan Dalam
Mengurangi Pernikahan Anak di Bawah Umur Pasca UU Nomor 16
Tahun 2019

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam upaya
mengurangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur di masyarakat,
khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Perubahan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya
diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.
Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi KUA
dalam melakukan pencegahan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh
pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Panyabungan, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam
mengurangi pernikahan anak di bawah umur tidak hanya dilakukan melalui
pemeriksaan administrasi perkawinan, tetapi juga melalui pemberian
pemahaman dan bimbingan kepada masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA)
berupaya memberikan informasi kepada calon pengantin dan masyarakat
mengenai ketentuan batas usia perkawinan serta dampak yang dapat
ditimbulkan dari perkawinan pada usia anak (Sogopan Siregar, 2026).

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut dapat dilihat melalui
beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi mengenai batas usia perkawinan
KUA berperan memberikan pemahaman kepada masyarakat
mengenai ketentuan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam UU

Nomor 16 Tahun 2019. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengetahui
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bahwa laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan
harus telah berusia 19 tahun. Dengan adanya pemahaman tersebut,
diharapkan masyarakat tidak menganggap pernikahan pada usia anak
sebagai sesuatu yang dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan ketentuan
hukum.
Melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan perkawinan

Kantor Urusan Agama (KUA) juga memiliki peran dalam
melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan persyaratan calon
pengantin sebelum perkawinan dilaksanakan. Pemeriksaan usia menjadi
salah satu hal penting karena apabila calon pengantin belum mencapai
batas usia yang ditentukan, maka proses pencatatan perkawinan tidak
dapat dilakukan secara normal. Dalam kondisi tertentu, perkawinan bagi
calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun hanya dapat
dilaksanakan apabila telah memperoleh dispensasi kawin dari pengadilan
sesuai ketentuan yang berlaku.
Memberikan bimbingan dan nasihat perkawinan

Upaya mengurangi pernikahan anak di bawah umur juga
dilakukan melalui pemberian bimbingan dan nasihat perkawinan kepada
calon pengantin. Bimbingan tersebut memberikan pemahaman mengenai
kesiapan dalam membangun rumah tangga, baik dari aspek fisik,
psikologis, pendidikan, ekonomi, maupun tanggung jawab dalam
kehidupan keluarga. Dengan demikian, calon pengantin diharapkan dapat
memahami bahwa perkawinan tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya
persyaratan administratif, tetapi juga membutuhkan kesiapan yang matang
(Sogopan Siregar, 2026).
Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak
pernikahan anak di bawah umur

Kantor Urusan Agama (KUA) berperan dalam memberikan
edukasi mengenai berbagai risiko pernikahan pada usia anak. Pernikahan
pada usia yang belum matang dapat menimbulkan berbagai persoalan

dalam kehidupan rumah tangga, seperti ketidaksiapan dalam menjalankan
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tanggung jawab keluarga, terhambatnya pendidikan, persoalan ekonomi,
serta munculnya konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, pemberian
pemahaman kepada masyarakat menjadi salah satu langkah preventif yang
dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA).
5. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait

Dalam mengurangi pernikahan anak di bawah umur, Kantor
Urusan Agama (KUA) tidak dapat bekerja sendiri. Upaya pencegahan
memerlukan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa
atau kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, serta instansi
terkait. Koordinasi tersebut diperlukan agar informasi mengenai ketentuan
usia perkawinan dapat disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat
dan kasus pernikahan anak di bawah umur dapat dicegah sejak awal.

Selain melakukan wawancara dengan Kepala KUA Panyabungan,
peneliti juga melakukan wawancara dengan lbu Hj. Isnaini Burhanuddin, Lc.,
M.Pd. selaku Penyuluh Agama Islam mengenai peran Kantor Urusan Agama
(KUA) Panyabungan dalam mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah
umur. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai
bentuk-bentuk pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan kepada remaja,
orang tua, serta masyarakat dalam rangka mengurangi terjadinya pernikahan
anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil wawancara, Ibu Hj. Isnaini Burhanuddin menjelaskan
bahwa sebagai Penyuluh Agama Islam, salah satu usaha yang dilakukan dalam
mengurangi terjadinya pernikahan anak di bawah umur adalah memberikan
edukasi kepada remaja mengenai pentingnya mempersiapkan diri sebelum
memasuki kehidupan perkawinan. Persiapan tersebut tidak hanya dilihat dari
aspek agama, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, kesiapan mental,
dan kondisi ekonomi. Menurutnya, remaja perlu memahami bahwa perkawinan
merupakan tanggung jawab yang membutuhkan kesiapan dari berbagai aspek
sehingga tidak cukup hanya didasarkan pada keinginan untuk menikah (Isnaini
Burhanuddin, 2026).
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Selain memberikan edukasi kepada remaja, penyuluh juga melakukan
sosialisasi mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, khususnya
mengenai batas minimal usia perkawinan. Dalam hal ini, masyarakat diberikan
pemahaman bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan
adalah 19 tahun. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya
meningkatkan  pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum
perkawinan sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui adanya batas usia,
tetapi juga memahami pentingnya mempersiapkan anak sebelum memasuki
kehidupan rumah tangga (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Upaya pencegahan juga dilakukan melalui bimbingan keagamaan dan
pembinaan akhlak remaja. Menurut Ibu Isnaini, pembinaan tersebut antara lain
diarahkan pada pentingnya menjaga pergaulan serta menghindari perilaku yang
dapat mendorong terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Dengan
demikian, pendekatan keagamaan digunakan sebagai salah satu sarana untuk
membentuk pola pikir dan perilaku remaja agar mampu menjaga diri dan
mempertimbangkan masa depan sebelum mengambil keputusan untuk menikah
(Isnaini Burhanuddin, 2026).

Dalam pelaksanaan pencegahan, orang tua juga menjadi salah satu
sasaran penting penyuluhan. Ibu Isnaini menjelaskan bahwa keputusan
menikahkan anak pada usia muda sering kali tidak hanya berasal dari anak,
tetapi juga dipengaruhi oleh keluarga. Oleh sebab itu, pembinaan terhadap
orang tua diperlukan agar mereka memahami pentingnya memberikan
pendampingan kepada anak, melakukan pengawasan terhadap pergaulan, serta
mempertimbangkan kesiapan anak sebelum mengambil keputusan mengenai
perkawinan (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Penyuluh Agama Islam juga melakukan kerja sama dengan berbagai
pihak dalam menjalankan upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur.
Kerja sama tersebut melibatkan KUA, sekolah, Puskesmas, pemerintah desa,
PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait lainnya. Kerja sama
lintas sektor tersebut diperlukan karena pernikahan anak di bawah umur

merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek agama dan
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hukum, tetapi juga berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi,
keluarga, dan lingkungan sosial (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Selanjutnya, Ibu Isnaini menjelaskan bahwa masyarakat juga perlu
diberikan pemahaman mengenai berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari
pernikahan anak di bawah umur. Dampak tersebut antara lain putus sekolah,
ketidaksiapan psikologis, persoalan ekonomi, konflik dalam rumah tangga,
serta risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Pemberian pemahaman mengenai
dampak tersebut diharapkan dapat membuat remaja dan orang tua lebih
mempertimbangkan konsekuensi dari keputusan menikah pada usia anak
(Isnaini Burhanuddin, 2026).

Dalam menghadapi kasus yang telah muncul, pendekatan yang
dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam bukan sekadar menyalahkan atau
menghakimi pihak yang terlibat. Ibu Isnaini menjelaskan bahwa pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan persuasif dan pembinaan. Menurutnya,
ketika ditemukan kasus atau terdapat anak yang akan menikah pada usia di
bawah ketentuan, penyuluh perlu terlebih dahulu mengetahui penyebab yang
melatarbelakanginya. Penyebab tersebut dapat berupa kehamilan, tekanan
orang tua, persoalan ekonomi, pergaulan, maupun alasan lainnya (Isnaini
Burhanuddin, 2026).

Setelah mengetahui penyebabnya, penyuluh memberikan pemahaman
kepada anak dan orang tua mengenai konsekuensi perkawinan pada usia anak.
Pemahaman tersebut mencakup kesiapan mental, pendidikan, ekonomi, dan
kesehatan. Langkah ini dilakukan agar anak dan keluarga dapat melihat
persoalan secara lebih luas dan tidak mengambil keputusan perkawinan hanya
berdasarkan keadaan sesaat.

Apabila persoalan yang dihadapi memungkinkan untuk diselesaikan
melalui cara lain, penyuluh juga memberikan alternatif solusi. Misalnya,
apabila persoalan berkaitan dengan pergaulan atau hubungan antara remaja,
penyuluh melakukan pembinaan dan pendampingan sehingga pernikahan tidak
secara otomatis dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar. Dalam kondisi

tertentu, penyuluh juga melakukan koordinasi dengan KUA, Puskesmas,
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sekolah, pemerintah desa, dan Pengadilan Agama sesuai dengan permasalahan
yang dihadapi.

Dalam kaitannya dengan batas usia perkawinan, Ibu Isnaini
menjelaskan bahwa apabila usia calon pengantin belum mencapai 19 tahun,
KUA tidak dapat mencatatkan perkawinan tanpa adanya dispensasi dari
Pengadilan Agama. Dengan demikian, penyuluh tidak hanya berfungsi
memberikan pemahaman keagamaan, tetapi juga membantu masyarakat
memahami prosedur dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan
(Isnaini Burhanuddin, 2026).

Menurut Ibu Isnaini, Penyuluh Agama Islam memiliki beberapa peran
utama, yaitu sebagai edukator, informator, konsultator, dan advokator. Sebagai
edukator, penyuluh memberikan pendidikan dan pembinaan kepada
masyarakat, termasuk remaja dan calon pengantin. Sebagai informator,
penyuluh memberikan informasi mengenai persoalan keagamaan dan sosial,
termasuk ketentuan mengenai perkawinan dan pencegahan pernikahan anak di
bawah umur (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Sebagai konsultator, penyuluh menjadi tempat masyarakat untuk
berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan
keagamaan, keluarga, dan sosial. Sementara sebagai advokator, penyuluh
berperan dalam memberikan = pendampingan dan membantu masyarakat
menemukan solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, peran
penyuluh tidak hanya terbatas pada penyampaian ceramah keagamaan, tetapi
juga mencakup pendampingan dan pembinaan masyarakat.

Dalam lingkungan KUA, peran tersebut diwujudkan melalui berbagai
kegiatan, seperti memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat,
bimbingan perkawinan dan keluarga sakinah, pembinaan calon pengantin dan
remaja, serta penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan anak di bawah
umur. Selain itu, penyuluh juga melakukan pembinaan mengenai moderasi
beragama, akhlak, zakat, wakaf, ibadah, dan kehidupan sosial masyarakat.

Ibu Isnaini juga menjelaskan bahwa penyuluh melakukan pendekatan

kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan serta



45

membantu mengidentifikasi berbagai persoalan sosial-keagamaan yang
berkembang di masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, penyuluh
melakukan koordinasi dengan KUA dan instansi terkait untuk membantu
menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat (Isnaini Burhanuddin,
2026).

Mengenai masih terjadinya pernikahan anak di bawah umur meskipun
telah terdapat Undang-Undang Perkawinan, Ibu Isnaini menjelaskan bahwa
keberadaan aturan hukum saja belum cukup untuk mengubah perilaku
masyarakat. Menurutnya, masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan
pernikahan anak di bawah umur terjadi, antara lain faktor ekonomi keluarga,
rendahnya pendidikan, budaya atau kebiasaan masyarakat, kekhawatiran orang
tua terhadap pergaulan anak, kehamilan sebelum menikah, kurangnya
pemahaman mengenai dampak pernikahan anak di bawah umur, serta tekanan
sosial atau keluarga (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula anggapan di sebagian
masyarakat bahwa menikah muda merupakan solusi terhadap persoalan yang
dihadapi anak. Dalam kondisi demikian, perkawinan dipandang sebagai jalan
keluar yang cepat terhadap persoalan keluarga atau pergaulan anak. Oleh
karena itu, menurut Ibu Isnaini, upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dari
hulu melalui pendidikan, pembinaan keluarga, pembinaan remaja, dan
pemberdayaan masyarakat (Isnaini Burhanuddin, 2026).

Terkait kondisi pernikahan anak di bawah umur pada periode 2020—
2025, Ibu Isnaini menjelaskan bahwa pernikahan anak di bawah umur masih
menjadi persoalan meskipun secara umum terdapat upaya untuk menurunkan
jumlahnya. la juga membedakan antara pengertian pernikahan di bawah umur
secara hukum dan perkawinan anak di bawah umur dalam indikator statistik.
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal
usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Oleh karena
itu, seseorang yang menikah sebelum mencapai usia tersebut masih berada di
bawah batas minimal usia perkawinan, kecuali memperoleh dispensasi dari

Pengadilan Agama (Isnaini Burhanuddin, 2026).



46

Menurut Ibu Isnaini, pencegahan pernikahan anak di bawah umur tidak
dapat hanya mengandalkan keberadaan Undang-Undang. Dibutuhkan
keterlibatan berbagai pihak, antara lain Penyuluh Agama, KUA, sekolah,
keluarga, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, lembaga pemerintah desa, dan
masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan agar upaya
pencegahan dapat dilakukan sejak anak masih berada pada usia remaja (Isnaini
Burhanuddin, 2026).

Lebih lanjut, 1bu Isnaini memandang bahwa pencegahan pernikahan
anak di bawah umur bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi juga
merupakan persoalan pendidikan, agama, kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Dalam konteks tersebut, Penyuluh Agama memiliki posisi strategis karena
dapat melakukan pembinaan dari sisi keagamaan sekaligus mendorong
perubahan pola pikir masyarakat. Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya
dengan memberikan larangan agar anak tidak menikah muda, tetapi harus
disertai edukasi, pendampingan, dan pemberian solusi agar anak memiliki
kesempatan untuk mempersiapkan masa depan dengan lebih baik (Isnaini
Burhanuddin, 2026).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Isnaini
Burhanuddin, dapat dipahami bahwa peran Penyuluh Agama Islam dalam
pencegahan pernikahan anak di bawah umur dilakukan melalui pendekatan
edukatif, informatif, konsultatif, persuasif, dan pendampingan. Penyuluh tidak
hanya memberikan pemahaman mengenai agama dan ketentuan perkawinan,
tetapi juga berusaha mengidentifikasi faktor penyebab, memberikan alternatif
penyelesaian, melakukan pembinaan terhadap anak dan orang tua, serta
membangun koordinasi dengan berbagai lembaga terkait. Hal tersebut
menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan anak di bawah umur
memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga
masyarakat tidak hanya memahami batas usia perkawinan secara hukum, tetapi
juga memahami pentingnya kesiapan anak dalam membangun kehidupan

rumah tangga.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Isnaini Burhanuddin, Lc.,
M.Pd. selaku Penyuluh Agama Islam, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan
Agama (KUA) Panyabungan Kota memiliki peran penting dan strategis dalam
mencegah pernikahan anak di bawah umur di bawah umur pasca berlakunya
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peran tersebut dilaksanakan melalui
kegiatan edukasi, sosialisasi ketentuan batas minimal usia perkawinan,
bimbingan keagamaan, pembinaan remaja, bimbingan kepada orang tua, serta
penyampaian informasi mengenai dampak pernikahan anak di bawah umur
terhadap pendidikan, kesehatan, psikologis, ekonomi, dan kehidupan rumah
tangga.

Dalam menjalankan tugasnya, Penyuluh Agama Islam berperan sebagai
edukator, informator, konsultator, dan advokator. Penyuluh tidak hanya
menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga mendampingi masyarakat,
mengidentifikasi persoalan sosial-keagamaan, memberikan konsultasi, serta
membantu anak dan keluarganya menemukan penyelesaian yang aman,
bermartabat, dan sesuai dengan ketentuan agama serta hukum. Pencegahan
juga dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah, Puskesmas, pemerintah
desa, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, Pengadilan
Agama, dan lembaga terkait lainnya.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan
batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun,
pernikahan anak di bawah umur masih terjadi pada periode 2020-2025.
Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keadaan ekonomi
keluarga, rendahnya pendidikan, budaya masyarakat, kekhawatiran orang tua
terhadap pergaulan anak, kehamilan sebelum menikah, tekanan sosial dan
keluarga, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak pernikahan pada usia
anak. Selain itu, adanya mekanisme dispensasi perkawinan melalui Pengadilan
Agama turut memungkinkan perkawinan di bawah usia 19 tahun dalam kondisi
tertentu.

Apabila ditemukan rencana pernikahan anak di bawah umur, Penyuluh

Agama melakukan pendekatan secara persuasif, kekeluargaan, dan tidak
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menghakimi. Pendekatan tersebut dimulai dengan mengidentifikasi penyebab,
memberikan pemahaman kepada anak dan orang tua, menawarkan alternatif
penyelesaian, serta berkoordinasi dengan instansi terkait. KUA tidak dapat
mencatatkan perkawinan calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun
tanpa adanya penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Dengan demikian, peran KUA Panyabungan Kota dalam mencegah
pernikahan anak di bawah umur tidak terbatas pada pelayanan administrasi dan
pencatatan perkawinan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, pendidikan,
pembinaan, konsultasi, pendampingan, dan koordinasi lintas sektor.
Pencegahan pernikahan anak di bawah umur tidak dapat hanya mengandalkan
ketentuan hukum, tetapi harus dilakukan sejak dini melalui penguatan
pendidikan, pemahaman agama, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga,
pemberdayaan ekonomi, dan perubahan pola pikir masyarakat agar anak
memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan
masa depan yang lebih baik.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan pernikahan anak di bawah
umur di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) Panyabungan Kota telah
melaksanakan berbagai kegiatan selama tahun 2025. Kegiatan tersebut
dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, serta pendampingan
kepada remaja, orang tua, dan masyarakat. Adapun rincian pelaksanaan
kegiatan pencegahan pernikahan anak di bawah umur tahun 2025 dapat dilihat

pada tabel berikut.”

Tabel 5 Laporan Kegiatan Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur

Tahun 2025
No é Zri]:'::n Pelaksanaan Kegiatan | Sasaran Hasil Kegiatan
Sosialisasi Memberikan Peserta memperoleh
penyuluhan mengenai . pemahaman
permasala Remaja, .
h permasalahan mengenai
an . orang tua,
. pernikahan anak, permasalahan
pernikahan . s dan .
. pentingnya pendidikan, pernikahan anak
di bawah : masyarakat. )
umur serta kesiapan dalam dan pentingnya
membangun rumah kesiapan
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tangga. berkeluarga.
Melaksanakan Terbanqunnva
sosialisasi dan diskusi Komi tmgen ayarat
Sosialisasi | bersama aparat desa desa dan NI\FI)B
kepada serta NNB mengenai Aparat desa untuk mendukun
pemerinta | peran pemerintah desa | dan NNB. edukasi serta g
han desa dan pemuda dalam encegahan
pencegahan pernikahan penceg
anak. pernikahan anak.
Peserta memperoleh
Menyampaikan edukasi pemahaman
... | mengenai peran Angg(_)ta mengenai
Sosialisasi Majelis ;
) keluarga dalam . pentingnya
melalui . Taklim 4
i mencegah pernikahan : pendampingan
Majeli anak melalui orang i, anak, komunikasi
Taklim " dan ’
pertemuan Majelis AT -, keluarga, dan
Taklim. Y " | keberlanjutan
pendidikan.
Menyampaikan pesan Jemaa_h Tersampaikannya
Sosialisasi | pencegahan pernikahan pengajian, pesan mengenal
: . tokoh perlindungan anak
melalui anak melalui ceramah ol dan pentinanva
Pengajian | atau tausiah dalam rgma'a' L kesis an gny
Akbar kegiatan Pengajian 1, K b kFI) b
Akbar masyarakat | berkeluarga kepada
: umum. jemaah.
MeBlRnakan Peserta memperoleh
Sosialisasi | penyuluhan bersama OR;rr?ajﬁj’a ;(nefs?;m:rfl mghgsnay
bersama mengenai kesiapan calor? ’ erkaF\)/vinan dan
KUA, perkawinan oleh KUA, ohaadtin Eesehatan
Ot P lgihoNAm Sloh g a?at des’a reproduksi, serta
dan pihak | Camat, serta kesehatan P ’ P ’
- . dan layanan
kesehatan | reproduksi oleh pihak K T
keschatil masyarakat. | pendampingan yang
; dapat diakses.

Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, bahwa Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan memiliki peran yang cukup strategis
dalam penanggulangan dan pencegahan pernikahan anak di bawah umur pasca
16 Tahun 20109.

dilaksanakan melalui dua bentuk utama, yaitu peran preventif dan peran

berlakunya Undang-Undang Nomor Peran tersebut
administratif. Peran preventif dilakukan melalui sosialisasi dan pemberian

edukasi kepada masyarakat, calon pengantin, serta keluarga mengenai ketentuan
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batas usia perkawinan dan dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan pada
usia anak. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) juga memberikan
bimbingan dan nasihat perkawinan sebagai upaya meningkatkan kesiapan calon
pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Sementara itu, dalam menjalankan peran administratif, Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan melakukan pemeriksaan terhadap usia
dan kelengkapan persyaratan calon pengantin sebelum perkawinan dilaksanakan
dan dicatat. Setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan
batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun,
Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki dasar hukum yang lebih jelas dalam
melakukan pemeriksaan dan pencegahan terhadap perkawinan yang belum
memenuhi ketentuan usia tersebut. Apabila ditemukan calon pengantin yang
belum memenuhi batas usia perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) dapat
memberikan penjelasan mengenai ketentuan hukum dan mengarahkan pihak
yang bersangkutan untuk mengikuti prosedur yang berlaku.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran Kantor Urusan Agama
(KUA) dalam penanggulangan pernikahan anak di bawah umur tidak hanya
terbatas pada pencatatan perkawinan, tetapi mencakup upaya membangun
kesadaran hukum masyarakat. Kantor Urusan Agama (KUA) berupaya
memberikan pemahaman bahwa perkawinan membutuhkan kesiapan secara
fisik, mental, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, pencegahan
pernikahan anak di bawah umur tidak hanya dilakukan ketika calon pengantin
akan mendaftarkan perkawinan, tetapi juga melalui upaya edukasi dan
pembinaan kepada masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Panyabungan dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur
masih  menghadapi berbagai kendala. Keberhasilan pencegahan tidak
sepenuhnya berada dalam kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) karena
pernikahan anak di bawah umur juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi
keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan, budaya masyarakat, kondisi

keluarga, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak pernikahan anak di
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bawah umur . Selain itu, adanya mekanisme dispensasi kawin melalui
pengadilan dalam kondisi tertentu juga menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan pernikahan di bawah usia 19 tahun masih dapat terjadi.



